MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47
ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar
Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6850);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang
selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran
pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

(1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
a. SBK Umum; dan
b. SBK Khusus.

(2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk
beberapa/seluruh kementerian /lembaga yang
dikelompokkan sebagai berikut:

SBK perencanaan dan penganggaran;
SBK laporan kinerja;
SBK pendidikan dan pelatihan;
SBK audit kinerja;
SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
SBK pemantauan dan evaluasi;
SBK riset dan inovasi;
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga;
SBK Peraturan Presiden;
SBK Peraturan Pemerintah;
SBK rancangan Undang-Undang;
SBK sosialisasi;
. SBK kehumasan dan informasi;
SBK layanan barang milik negara;
SBK layanan bantuan hukum; dan
SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial
kultural.

(3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu)
kementerian /lembaga tertentu.

TOBECRT PRS00 TP

Pasal 3

(1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 4

(1) Kementerian/lembaga menggunakan SBK dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
kementerian /lembaga Tahun Anggaran 2024.

(2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak
dapat dilampaui.

(3) Dalam hal kementerian/lembaga membutuhkan
besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, harus
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:

a. harga pasar;
b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/ atau
c. perubahan tahapan.

(5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan
melakukan Revisi Anggaran.

(6) Pengawasan atas penggunaan SBK sebagaimana ayat
(1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Penerapan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berpedoman pada ketentuan Standar Biaya yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan
pelaporan keuangan.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada = tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

SBK UMUM

(dalam rupiah)

No. Uraian ;’:tl::;eut::ul: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
1 Standar Biaya Kel P n dan Penganggaran

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I
dengan jumlah satker:
1) 20 s.d 40 satker 1 Dokumen 552.500.000,00
2) di atas 40 satker 1 Dokumen 810.400.000,00
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk
Kementerian /Lembaga (K/L) dengan jumlah unit:
1) 1 s.d 6 unit 1 Dokumen 9.000.000,00
2) diatas 6 unit 1 Dokumen 185.000.000,00
2 Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)
a. Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah
satker:
1) 20 s.d 40 satker 1 Dokumen 551.000.000,00
2) di atas 40 satker 1 Dokumen 808.300.000,00
b. Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian/Lembaga (K/L)
dengan jumlah unit:
1) 1s.d6 unit 1 Dokumen 6.000.000,00
2) diatas 6 unit 1 Dokumen 183.500.000,00
3 Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan
a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama 1 Orang 30.261.000,00
2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (blended 1 Orang 22.945.000,00
learning)
3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator 1 Orang 22.125.000,00
4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator 1 Orang 17.000.000,00
(blended learning)
5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 1 Orang 20.230.000,00
6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas 1 Orang 14.643.000,00
(blended learning)
b. Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan
1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Orang 9.296.000,00
2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (blended 1 Orang 5.260.000,00
learning)
3) Layanan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 1 Orang 2.242.000,00
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(dalam rupiah)
Volume dan
No. Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
4 Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja

a. Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
1 Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Aceh
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Sumatera Utara
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Riau
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Kepulauan Riau
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Jambi
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Sumatera Barat
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Sumatera Selatan
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Lampung
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Bengkulu
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Bangka Belitung
11) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Banten
12) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Jawa Barat
13) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi D.K.I. Jakarta
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
14) Provinsi Jawa Tengah
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
15) Provinsi D.I. Yogyakarta
16) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Jawa Timur
17) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Bali
18) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Nusa Tenggara Barat
19) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Nusa Tenggara Timur
20) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Kalimantan Barat
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Kalimantan Tengah
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Kalimantan Selatan
23) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Kalimantan Timur
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
24) Provinsi Kalimantan Utara
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
29) Provinsi Sulawesi Utara
26) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Gorontalo
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Sulawesi Barat
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
28) Provinsi Sulawesi Selatan
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
29) Provinsi Sulawesi Tengah
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
30) Provinsi Sulawesi Tenggara
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
1) Provinsi Maluku
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
32) Provinsi Maluku Utara
33) Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
Provinsi Papua
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
34) Provinsi Papua Barat
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
35) Provinsi Papua Barat Daya
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
36) Provinsi Papua Tengah
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
37) Provinsi Papua Selatan
Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di
38) Provinsi Papua Pegunungan

2

3

4

S)
6)
7)
8)
9)

10)

21)

22)

27)

b. Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
1) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh
2) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera
Utara
3) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau

_

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

LHA

27.300.000,00
25.800.000,00
25.500.000,00
24.900.000,00
21.200.000,00
24.200.000,00
23.700.000,00
17.700.000,00
22.000.000,00
21.300.000,00
15.300.000,00
i4.400.000,00

2.700.000,00
19.600.000,00
24.000.000,00
23.900.000,00
28.500.000,00
25.400.000,00
29.800.000,00
22.400.000,00
23.700.000,00
23.100.000,00
30.300.000,00
28.200.000,00
31.400.000,00
31.000.000,00
31.500.000,00
27.300.000,00
33.100.000,00
29.000.000,00
37.100.000,00
34.600.000,00
45.400.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
45.400.000,00
45.400.000,00
45.400.000,00
58.300.000,00
56.800.000,00

56.500.000,00
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)
Kode Uraian :ﬂ::lel;:; Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

145 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

146 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

147 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

148 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

149 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya .

150 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Daerah

151 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

152 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

153 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Daerah

154 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Penurunan Stunting

155 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

156 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

157 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

158 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

159 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

160 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

161 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

162 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporan 590.384.000,00-
Pelaporan, dan Tindak Lanjut

163 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Daerah

164 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah 1 Laporan 1.173.803.000,00

165 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

166 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

167 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

168 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

169 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

170 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

171 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern K/L

172 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

173 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

174 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah Yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

175 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau 1 Laporan 1.173.803.000,00

176 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

177 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

178 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

179 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

180 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim ’

181 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

182 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

183 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

184 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah Yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

185 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pendidikan

186 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

187 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

188 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

189 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

190 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

191 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

192 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00

Pengendalian Intern K/L
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)
Kode Uraian :;l:;eudl‘a‘: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

193 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

194 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

195 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

196 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporan 590.384.000,00
Pelaporan, dan Tindak Lanjut

197 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

198 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

199 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

200 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

201 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

202 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

203 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

204 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

205 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

206 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

207 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau 1 Laporan 1.173.803.000,00

208 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

209 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

210 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

211 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

212 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

213 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

214 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

215 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

216 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

217 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi 1 Laporan 1.173.803.000,00
Pembangunan SDM

218 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

219 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekonomi

220 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan 1 Laporan 1.173.803.000,00

221 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Ekstrim

222 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Nasional Lainnya

223 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas 1 Laporan 1.013.087.000,00
Pengendalian Intern Badan Usaha

224 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

225 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

226 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

227 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

228 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

229 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

230 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

231 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

232 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

233 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

234 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Infrastruktur dan Konektivitas

235 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

236 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara dan Daerah

237 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan 1 Laporan 1.173.803.000,00
Negara/Daerah

238 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah 1 Laporan 1.173.803.000,00

239 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, 1 Laporan 590.384.000,00
Pelaporan, dan Tindak Lanjut

240 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah 1 Laporan 1.173.803.000,00

241 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan 1 Laporan 1.173.803.000,00

Infrastruktur dan Konektivitas

jdih.kemenkeu.go.

d



- 96 -

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Peng n K gan dan Pembangunan (089) (dalam rupiah)
Volume dan
Kod
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
242 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan 1 Laporan 628.036.000,00

243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Hasil Pengawasan Internal BPKP

Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
Internal

Hasil Evaluasi SAKIP BPKP

Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP

Diklat Fungsional Auditor PNBP

Diklat Fungsional Auditor STAR

Diklat Teknis Substansi PNBP

Diklat Teknis Substansi STAR

Diklat Sertifikasi Non JFA PNBP

Diklat Sertifikasi Non JFA STAR

Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNBP

Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBP

Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pengawasan
Hasil Pembinaan Analisis Kebijakan Pengawasan

1 Dokumen
Dokumen

—-

Dokumen
Dokumen
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Laporan
Laporan

e e

60.000.000,00
100.000.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
20.125.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
300.000,00
2.500.000,00
200.000.000,00
350.000.000,00

jdih.kemenkeu!
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090) (dalam rupiah)
Kode Uraian ::::::U(::‘z Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
090.09 | Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sertifikasi Profesi dan SDM
1 Sertifikasi Person 1 Orang 685.000,00
Sertifikasi Produk
2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri 1 Produk 10.367.000,00
3 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri 1 Produk 20.855.000,00
4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri 1 Produk 1.820.000,00
5 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri 1 Produk 3.808.000,00

jdih.kemenkeu.g
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olah Raga (092) (dalam rupiah)
Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 % 3
092.01 |Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
1 Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam 1 Orang 6.541.196,00

Pelatihan SDM Industri dan Promosi Olahraga.

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093) (dalam rupiah)
. Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
093.01 |Komisi Pemberantasan Korupsi
Sertifikasi Profesi dan SDM
Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi 1 Orang 1.438.200,00
2 Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 1 Orang 1.438.200,00
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
3  Pemeriksaan LHKPN 1 Orang 6.625,00

jdih.kemenkeu.

id



- 100 -

Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (095) (dalam rupiah)
. Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
095.02 |Dewan
Undang-Undang
1 Pertimbangan DPD RI atas Calon Anggota BPK 1 UU 168.350.000,00

jdih.kemenkeu.gc%d
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100) (dalam rupiah)
Kode Uraian :;T::U‘E:: Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
100.01 |Komisi Yudisial RI
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
1 Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 1 Laporan 85.400.000,00
2 Investigasi Pendalaman Kasus 1 Laporan 189.170.000,00
3 Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA 1 Orang 73.414.000,00
4 Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik 1 Laporan 385.183.000,00
5 Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat 1 Laporan 5.880.000,00

Pertama/Banding/Mahkamah Agung

j

dih.kemenkeu.go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)

(dalam rupiah)

Volume dan

K N
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
103.01 |Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik 1 NSPK 400.000.000,00
2 NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 NSPK 400.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
3 Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 1 Orang 8.000.000,00
dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
4 NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat 1 NSPK 400.000.000,00
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
5 NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan 1 NSPK 400.000.000,00
Bencana
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
6 NSPK Bidang Kebencanaan 1 NSPK 400.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
7 Pendampingan Pengelolaan Infrastruktur Darurat 1 Orang 8.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
8 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan 1 Orang 8.000.000,00
Pengungsi
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
9 Pendampingan Sistem Komando Penangangan Darurat 1 NSPK 8.000.000,00
Bencana dan Keposkoan
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
10 NSPK Bidang Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan 1 NSPK 400.000.000,00
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
11 NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB 1 NSPK 400.000.000,00
Koordinasi
12 Penguatan Sistem Peringatan Dini 1 Kegiatan 300.000.000,00

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (104)

- 103 -

(dalam rupiah)

Volume dan

Kod
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
104.01 |Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
1 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan Asia 1 NSPK 44.162.500,00
dan Afrika
Koordinasi
2 Koordinasi teknis peningkatan Penempatan Pemerintah di 1 Kegiatan 177.128.000,00
Kawasan Asia dan Afrika
3 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di 1 Kegiatan 81.774.000,00
Kawasan Asia dan Afrika
4 Koordinasi Teknis Pemberdayaan Purna PMI dan Keluarga di 1 Kegiatan 39.675.000,00
Kawasan Asia dan Afrika
5 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan 1 Kegiatan 75.900.000,00
Asia dan Afrika
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
6 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan 1 NSPK 65.418.000,00
Amerika dan Pasifik
Koordinasi
7 Koordinasi teknis peningkatan penempatan PMI di Kawasan 1 Kegiatan 210.000.000,00
Amerika dan Pasifik
8 Koordinasi Teknis Pemberdayaan ekonomi dan sosial di 1 Kegiatan 259.660.000,00
Kawasan Amerika dan Pasifik
9 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan 1 Kegiatan 48.960.000,00
Amerika dan Pasifik
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
10 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan 1 NSPK 61.563.000,00
Eropa dan Timur Tengah
Koordinasi
11 Koordinasi teknis peningkatan Penempatan Pemerintah di 1 Kegiatan 121.130.000,00
Kawasan Eropa dan Timur Tengah
12 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di 1 Kegiatan 44.559.000,00
Kawasan Eropa dan Timur Tengah
13 Koordinasi Teknis Pemberdayaan ekonomi dan sosial di 1 Kegiatan 29.435.000,00
Kawasan Eropa dan Timur Tengah
14 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan 1 Kegiatan 32.960.000,00
Eropa dan Timur Tengah
15 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan 1 Kegiatan 1.546.380.000,00
PMI terhadap Pemerintah Daerah
16 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan 1 Kegiatan 564.402.000,00
PMI terhadap Pemerintah Daerah
17 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan 1 Kegiatan 470.000.000,00

PMI terhadap Pemerintah Daerah

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (106) (dalam rupiah)
Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 < 3 4 S
106.01| Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

1 Pedoman Sertifikasi PBJP
Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

2 Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk
Melaksanakan Clearing House

1 Pedoman

1 K/L

133.240.000,00

25.000.000,00

jdih.kemenke

o.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasi 1 P ian dan Pertolongan (Basarnas) (107) (dalam rupiah)
Kode Uraian ;I:tl::;e‘;l:; Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
107.01|Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana
1 Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara 1 Orang 5.235.000,00
Koordinasi
2 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 62.358.000,00
3 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 65.131.000,00
4 Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 72.135.000,00
5 Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 14.447.000,00
6 Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 14.592.000,00
7 Latihan SAR Beregu di Ketinggian untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 18.322.000,00
8 Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 36.335.000,00
9 Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 37.921.000,00
10 Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 43.838.000,00
11 Latihan SAR Beregu di Permukaan Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 30.516.000,00
12 Latihan SAR Beregu di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 33.724.000,00
13 Latihan SAR Beregu di Permukaan Air untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 40.725.000,00
14 Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 34.796.000,00
Barat
15 Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 37.153.000,00
Tengah
16 Latihan SAR Beregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 41.840.000,00
Timur
17 Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 61.027.000,00
18 Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 62.813.000,00
19 Latihan SAR Beregu di Bawah Air untuk Wilayah Timur i 1 Kegiatan 69.797.000,00
20 Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 41.415.000,00
21 Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 45.985.000,00
22 Latihan SAR Beregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 51.846.000,00
23 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 69.054.000,00
24 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 72.056.000,00
25 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 78.443.000,00
26 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 18.434.000,00
27 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 18.876.000,00
28 Latihan SAR Satuan di Ketingglan untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 24.424.000,00
29 Latihan SAR Saluan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 47.040.000,00
30 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 49.130.000,00
31 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 57.240.000,00
32 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 34.658.000,00
33 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 35.513.000,00
34 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 41.715.000,00
35 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 41.645.000,00
Barat
36 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 44.151.000,00
Tengah
37 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Berotor untuk Wilayah 1 Kegiatan 50.711.000,00
Timur
38 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 69.052.000,00
39 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 71.219.000,00
40 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 78.924.000,00
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan N: 1 Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107) (dalam rupiah)
Volume dan
Kode \Y
raian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

41 Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat 1 Kegiatan 55.000.000,00

42 Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah 1 Kegiatan 57.500.000,00

43 Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur 1 Kegiatan 65.500.000,00
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat

44 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan 99.110.000,00

45 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah 1 Laporan 100.924.000,00

46 Siaga SAR Khusus Lebaran di Kantor SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 106.065.000,00

47 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan 35.558.000,00

48 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah 1 Laporan 37.092.000,00

49 Siaga SAR Khusus Lebaran di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 38.190.000,00

50 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan 69.850.000,00

51 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah 1 Laporan 71.488.000,00

52 Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 74.775.000,00

53 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat 1 Laporan 27.748.000,00

54 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah 1 Laporan 29.027.000,00

55 Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur 1 Laporan 29.826.000,00
Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana

56 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer 1 Orang 37.550.000,00

57 Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer 1 Orang 28.241.000,00

58 Diklat Perencanaan Operasi SAR 1 Orang 18.886.000,00

59 Diklat SAR di Permukaan Air 1 Orang 26.500.000,00

60 Diklat SAR di Bangunan Runtuh 1 Orang 22.477.000,00

61 Diklat Teknlsi Komunikasi SAR 1 Orang 17.777.000,00

62 Diklat Medical First Responder 1 Orang 19.275.000,00
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

63 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 1 Orang 6.000.000,00
JP) (Prioritas Nasional)

64 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 1 Orang 6.500.000,00
JP) (Prioritas Nasional)

65 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 1 Orang 7.720.000,00
JP) (Prioritas Nasional)

66 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) 1 Orang 5.760.000,00
(Prioritas Nasional)

67 Pelatihan Teknis Potensl SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP) 1 Orang 6.120.000,00
(Prioritas Nasional)

68 Pelatihan Teknis Potensl SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP) 1 Orang 7.240.000,00
(Prioritas Nasional)

69 Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat 1 Orang 6.160.000,00
(72 JP) (Prioritas Nasional)

70 Pelatihan Teknis Potensl SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah 1 Orang 6.360.000,00
Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

71 Pelatihan Teknis Potensl SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur 1 Orang 7.640.000,00
(72 JP) (Prioritas Nasional)

72 Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah 1 Orang 5.800.000,00
Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)

73 Pelatihan Teknis Potensl SAR Medical First Responder untuk Wilayah 1 Orang 6.240.000,00
Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)

74 Pelatihan Teknis Potensl SAR Medical First Responder untuk Wilayah 1 Orang 7.400.000,00

Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)
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Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (108)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 S5
108.01 |Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Layanan Manajemen Kinerja Internal
1 Layanan Non Audit Internal 1 Laporan 399.462.000,00
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Kementerian Negara/Lembaga: Ombud Republik Ind (110) (dalam rupiah)
Volume dan
Kod: i
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
110.01| Ombudsman Republik Indonesia
Pelayanan Publik kepada Masyarakat
1 Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik 1 Orang 3.830.900,00
di Ombudsman RI
2 Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat 1 Dokumen 42.897.235,00
3 Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi 1 Dokumen 48.186.142,00
Pelayanan Publik Lainnya
4 Akses Pengaduan Pelayanan Publik 1 Layanan 60.000.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah
5 Survei Indeks Persepsi Maladministrasi 1 Pemerintah 20.000.000,00
Daerah
6 Opini Pengawasan Pelayanan Publik 1 Pemerintah 646.000,00
Daerah
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
7 Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik 1 Rekomendasi 75.610.000,00
Kebijakan
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat 1 Unit kerja 27.000.000,00
Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan 1 Unit kerja 20.000.000,00
Peng: dan Pengendalian Lembaga
10 Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal 1 Lembaga 441.250.000,00

dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan,
Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan

jdih.kemenkeu.g#id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (111)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5

111.01 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Koordinasi

Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat 1 Kegiatan 418.200.000,00

Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara 1 Kegiatan 575.000.000,00

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Potensi Kawasan 1 Orang 10.524.000,00

Perbatasan Darat

Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Peningkatan Kapasitas SDM bidang Penataan Ruang 1 Orang 10.772.000,00

Kawasan Perbatasan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara

Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan 1 Orang 7.500.000,00

Kawasan Perbatasan Negara

j

dih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
112.01 |Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

Bebas Batam (BPKPB Batam)
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
1 Strategi Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Unit
Usaha
Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
2 Rumusan Strategi Restrukturisasi dan Budaya Unit Usaha
Pelayanan Publik Lainnya

3 Penyelenggaraan Verifikasi Teknis Perizinan OSS dan Perizinan
Lainnya

1 Rekomendasi Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan

1 Layanan

3.100.151.000,00

623.849.000,00

345.130.000,00

jdih.kemenkeu.
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasi 1 Penanggulangan Teroris (113)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kod
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
113.01 Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Operasi Bidang Keamanan
1 Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Objek Vital Strategis 1 Operasi 1.643.482.000,00
dan Sistem Transportasi dari Tindak Pidana Terorisme
2 Assesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik 1 Operasi 1.080.040.000,00

dari Tindak Pidana Terorisme

j

dih.kemenkeu
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Kementerian Negara/Lembaga: Sekretariat Kabinet (114) (dalam rupiah)
Volume dan
Kod
ode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 2 3
114.01|Sekretariat Kabinet
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah 1 Orang 2.873.200,00
Kearsipan
Naskah kepresidenan 1 Dokumen, 4.562.500,00
Arsip
Kebijakan Bidang Aparatur
Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah 1 Rekomendasi 766.705.000,00
(PFP) Kebijakan,
Kajian
Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan 1 Rekomendasi 93.561.000,00
Kepariwisataan Kebijakan,
Kajian
Persidangan Lembaga Eksekutif
Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan 1 Sidang 766.667.000,00

lainnya

jdih.kemenkeu.g@id
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116) (dalam rupiah)
Kode Uraian :a:’tl::eum Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
116.01 |Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia
Data dan Informasi Publik
1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio 1 Layanan 4.098.000,00
2 Program Buletin Berita 1 Layanan 911.000,00
3 Program Feature 1 Layanan 774.000,00
4 Program Siaran Langsung Reportase 1 Layanan 1.946.000,00
5 Program Produksi Komentar 1 Layanan 524.000,00
6 Program Produksi Kaleidoskop 1 Layanan 1.704.000,00
7 Program Produksi Filler 1 Layanan 382.000,00
8 Program Siaran Wawancara 1 Layanan 601.000,00
Data dan Informasi Publik
9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio 1 Layanan 1.291.000,00
10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio 1 Layanan 5.248.000,00
11 Program Produksi SPOT 1 Layanan 206.000,00
12 Program Produksi Buletin Berita 1 Layanan 930.000,00
13 Program Siaran Produksi Feature 1 Layanan 712.000,00
14 Program Produksi Laporan Mendalam 1 Layanan 1.060.000,00
15 Program Siaran Langsung Reportase 1 Layanan 2.026.000,00
16 Program Produksi Majalah Udara 1 Layanan 992.000,00
17 Program Siaran Kuis 1 Layanan 432.000,00
18 Program Produksi Sandiwara Radio 1 Layanan 1.939.000,00
19 Program Siaran Pergelaran 1 Layanan 15.480.000,00
20 Program Produksi Komentar 1 Layanan 487.000,00
21 Program Produksi Dokumenter 1 Layanan 1.539‘006,00
22 Program Produksi Kaleidoskop 1 Layanan 1.643.000,00
23 Program Siaran Obrolan 1 Layanan 497.000,00
24 Program Produksi Filler 1 Layanan 351.000,00
25 Program Produksi Report On The Spot (ROS) 1 Layanan 86.000,00
26 Program Siaran Pendekatan Development Broadcasting 1 Layanan 3.203.000,00
Unit (DBU)
27 Program Siaran Wawancara 1 Layanan 622.000,00
Data dan Informasi Publik
28 Program Produksi SPOT 1 Layanan 544.000,00
29 Program Siaran Langsung Reportase 1 Layanan 2.024.000,00
30 Program Produksi Komentar 1 Layanan 996.000,00
31 Program Produksi Filler 1 Layanan 355.000,00

jdih.kemenkeu.&).id
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Kementerian Negara/Lembaga: Televisi Republik Indonesia (117) (dalam rupiah)
. Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
117.01 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Pelayanan Publik Lainnya
1 Konten Media Baru

1 Layanan

9.000.000.000,00

j
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
118.01 |Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

Bebas Sabang (BPKPB Sabang)
Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/
Pemantauan Lingkungan Hidup

n K

Py P, B
rengs &

2 Operasional Marina Lhok Weng

S P, h
P K: n
i3 &

3 Operasional Museum BPKS

1 Rekomendasi Kebijakan 60.000.000,00

1 Unit 17.200.000,00

1 Unit 15.000.000,00

jdih.kemenkeu-go.id
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Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119) (dalam rupiah)
Volume dan
Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
119.01 |Badan Keamanan Laut
Operasi Bidang Keamanan
1 Operasi Udara Maritim 1 Operasi 5.838.526.000,00

Operasi Bidang Keamanan
2 Patroli Mandiri

Pelatihan Bidang Pertah dan K

Maritime Security Desktop Exercise
CBP HACGAM

1 Hari Operasi

1 Orang
1 Orang

4.069.161.000,00

8.419.000,00
10.364.000,00

jdih.kemenkeu?
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Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (120)

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ulkur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
120.01 | Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim

Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya

1 Rekomendasi Kebijakan

1 Rekomendasi Kebijakan

733.333.000,00
666.666.000,00

jdih.kemenke
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Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (123)

- 118 -

(dalam rupiah)

Volume dan

Kode Uraian Satuan Ukur Besaran Keterangan
1 2 3 4 5
123.01 |Sekretariat Jenderal

Pelayanan Publik kepada Masyarakat

1 Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan 1 Orang 34.885.000,00
Korban

2 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 59.770.000,00
Terorisme

3 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.632.000,00
Korupsi dan Pencucian Uang

4 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 59.644.000,00
HAM Berat

5 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 58.720.000,00
TPPO

6 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 58.720.000,00
penyiksaan

7 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.190.000,00
umum lainnya
Pelayanan Publik kepada Masyarakat

8 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana 1 Orang 57.790.000,00
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kerja sama

9 Kerja sama 1 Dokumen 197.745.000,00
Layanan Dukungan Manajemen Internal

10 Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Sekjen 1 Layanan 99.380.000,00

11 Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK 1 Layanan 96.790.000,00
Pelayanan Publik kepada Masyarakat

12 Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK 1 Orang 60.457.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

ttd.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

DEWI SURIANI HASLAM
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